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Merek merupakan fungsi yang sangat penting, terutama dalam dunia pedagangan,
sehingga diperlukan perlindunganm hukum bagi merek, terutama merek-merek di
Indonesia sendiri, perlindungan hukum bagi merek pada umumnya dimana
perlindungan merek adalah berdasarkan merek yang di daftarkan terlebi dahulu.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana bahan hukum
primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pdt.Sus-
HKI1/2018 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat diketahui tentang pengaturan
mengenai merek di Indonesia dalan Undang-Undang no 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dan adapun
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI1/2018.
Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan terhadap putusan Mahkamah
Agung Nomor 606K/Pdt.Sus-HKI1/2018 mengenai kasus Pelanggaran merek dengan
itikad tidak baik.

Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi merek
di Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, unsur pelanggaran merek
dengan itikad tidak baik dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang merek. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 606K/Pdt.Sus-HKI1/2018 adalah membatalkan merek
Greek Star, Red Star dan Blue Star yang telah di daftarkan oleh pihak yang mempunyai
merek dagang Star dan Logo Bintang daftar Nomor IDM000120263 pada tanggal 10
mei 2007 yang melindungi jenis barang kelas 06. Adapun putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 sudah sesuai dengan ketentuan
hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum pelanggaran merek dengan
itikad tidak baik.
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